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ABSTRAK

ljarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat
suatu barang atau jasa dalam waku tertentu dengan imbalan (ujroh),
tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud
dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan
sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut
habis. Dari maraknya kompetisi game banyak para pemula ingin
diakui kehebatannya, maka disini muncul adanya bisnis sewa joki
(jasa) pemain yang mengerjakan sesuatu untuk memainkan akun milik
orang lain agar akun sipenyewa dapat naik rank ataupun K/D
(Kill/Death Ration). Melalui perjanjian secara tidak tertulis dan
besaran upah atau uang sewa didasarkan pada tingkatan rank yang
dicapai, transaksi joki ini dilakukan oleh banyak kalangan karena
menguntungkan. Dalam mengambil keuntungan, joki melakukan
kecurangan ataupun melakukan penyelewengan serta joki tidak
menjalankan kewajibannya disepakati diawal perjanjian. Berdasarkan
latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah
bagaimana penyelesaian wanprestasi dengan cara non-litigasi dalam
sewa menyewa joki game PUBG Mobile dan bagaimana penyelesaian
wanprestasi dalam sewa menyewa joki game PUBG Mobile perspektif
hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
penyelesaian wanprestasi dengan cara non-litigasi dalam sewa
menyewa joki game PUBG Mobile dan untuk mengetahui
penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa joki game PUBG
Mobile perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field
research), yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan
secara sistematis dengan mengambil data dilapangan. Untuk itu
peneliti akan melaksanakan penelitian secara langsung pada store
@joki_pubgmO1 dengan menggunakan metode pengumpulan data
yaitu : observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan
metode pengelolaan datanya menggunakan pemeriksaan data (editing)
dan analisis data (analizing).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat
diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian wanprestasi dengan cara
non-litigasi dalam sewa menyewa joki game PUBG Mobile yang
dilakukan oleh penjoki tidak melanggar aturan hukum yang telah
ditetapkan. Bentuk penyelesaiannya dengan cara negosiasi dan
penjoki harus mengganti kerugiannya. Dalam hal pemenuhan syarat
dalam melakukan suatu perjanjian telah terpenuhi dan tidak
bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata. Dalam penyelesaian wanprestasi dalam sewa
menyewa game PUBG Mobile perspektif hukum Islam telah
memenuhi syariat Islam yaitu dengan cara al-shulh atau perdamaian.
Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan
perdamaian akan terhindarlah terputusnya silaturahmi (hubungan
kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang
sedang bersengketa akan dapat diakhiri.

Kata Kunci : Wanprestasi, ljarah, PUBG Mobile.
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Gl Gl Ssslal (s Al slal il E6
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya ayahku,
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya”™
(QS. Al-Qashash ayat 26).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas permasalahan pada skripsi ini lebih
jauh, maka penulis akan meluruskan pemahaman makna yang
terdapat pada judul skripsi “Penyelesaian Wanprestasi
Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki
Game PUBG Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada
Store @joki_pubgm01)%, supaya tidak ada salah paham
dalam memahami judul skripsi ini, maka akan diuraikan
definisi dan istilah-istilah judul tersebut diatas sebagai
berikut:

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di
mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi
perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah
atasnya.'

2. Non-Litigasi

Non-Litigasi adalah  lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli.?

3. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan
mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk
memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang
lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu
harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.

! J satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi
(PT. Citra Aditya Bakti, 2014) 3.

2 Komala Sridewi Lestari dan Siti Hamzah Marpaung, Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur
Negoisasi, Jurnal lImu Hukum Dan Humaniora Vol. 9 No. 2 (2022): 653.
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Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik
yang tetap maupun yang bergerak.?

4, Joki Game

Joki Game adalah orang-orang profesional dalam
bidang game. Mereka adalah orang-orang yang handal
dan mampu memainkan game hingga berjam-jam,
sehingga kemampuan mereka dapat “diperjual-belikan”
untuk para gamer yang ingin bermain game secara instan
dan butuh eksitensi dalam dunia game.*

5. Game PUBG Mobile

Game PUBG Mobile adalah game seluler Battle
Royale yang dibuat secara independen oleh Linghtspeed
dan quantum Studios dari Tancent game yang dilisensikan
secara resmi oleh PlayerUnknown’s Battlegrounds
(PUBG). Diliris secara global pada Maret 2018, PUBG
MOBILE diciptakan dengan Unreal Egine 4 dan berfokus
pada kualitas visual, peta, pengalaman menembak, serta
aspek lainnya untuk memberikan pengalaman Battle
Royale yang nyata bagi para pemain.’

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan
berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang
tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini
berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama
islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan
kepatuhan baik secara vertical maupun horizontal.®

% 3 Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, KUHAP (Jakarta: Bhuana Ilmu
Populer, 2017), 411.

* Pengertian Joki Game (https://duniagamers.co.id) diakses pada 02 Juni
2022.

% Pengertian Game PUBG Mobile (https://www.pubgmobile.com/id/home.
shtml) diakses pada 02 Juni 2022.

® Rohidin, Penghantar Hukum Islam (Lintang Rasi Aksara Books
Yogyakarta, 2017), 4.
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Kesimpulan dari penegasan judul ini adalah meninjau
dan juga menganalisis Penyelesaian Wanprestasi Dengan Cara
Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game PUBG
Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Store
@joki_pubgm01).

. Latar Belakang

Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan pada
kehidupan manusia dengan segala peradapan dan kebudayaan.
Perubahan ini memberikan dampak positif dan negatif yang
begitu besar terhadap aspek dan nilai-nilai kehidupan
bermasyarakat. Berawal dari maraknya isu tentang kemajun
teknologi yang berkembang pesat dalam segala bidang
termasuk dibidang komunikasi salah satunya adalah
smartphone yang canggih yang tidak hanya digunakan untuk
berkomunikasi tetapi bisa juga digunakan untuk keperluan
lainnya. Sebagian industri mengembangkan aplikasi seperti
dari media sosial dimulai dari aplikasi untuk mengirim pesan
atau chat sampai membuat aplikasi game yang akhir-akhir ini
yang banyak sekali diminati oleh kalangan masyarakat.

PUBG Mobile adalah sebuah permainan dengan genre
bettel royale yang sangat populer dikalangan mulai dari anak-
anak hingga dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan.
Game yang dirilis pada maret 2018 ini langsung banyak
menarik perhatian karena sejak awal perilisannya jutaan orang
yang telah mengunduh. Game ini banyak mengalami
perkembangan dan menghasilkan beberapa peluang bisnis
diantaranya youtuber gaming, jual beli UC (Unknown Cash)
sampai dengan joki (jasa) rank PUBG Moabile.

Praktiknya pada game ini adalah sebuah permainan
vidio dengan genre battle royale, di mana 100 orang sekaligus
dapat bermain secara daring. Pemenang dari permainan ini
adalah individu atau tim yang dapat bertahan hingga akhir.
Pemain bisa bermain sendirian (solo), tim dengan dua orang



(duo), dan tim dengan empat orang (squad). Pemain bisa
mengundang teman di daftar teman (friend list) untuk
bergabung ke dalam permainan sebagai sebuah tim.

Dari maraknya kompetisi game banyak para gamers
pemula ingin diakui kehebatannya, karena kesulitan untuk
pencapaian pada rank (level) maka disini muncul adanya
sebuah bisnis sewa joki (jasa) pemain yang mengerjakan
sesuatu untuk memainkan akun milik orang lain agar akun
sipeyewa dapat naik rank ataupun K/D (Kill/Death Ration)
dengan mudah dan cepat. Dengan melalui perjanjian yang
dibuat secara tidak tertulis antara joki dan sipenyewa,
kemudian pihak sipenyewa memenuhi atau membayar kepada
pihak sewa joki (jasa) sesuai dengan jangka waktu dan harga
yang telah disepakati, suatu hak dan kewajiban yang sudah di
sepakati dari awal perjanjian, hanya saja dengan sebuah
ucapan tidak adanya perjanjian secara tertulis. Besaran upah
atau uang sewa didasarkan pada tingkatan rank (level) yang
harus dicapai, dimana hal tersebut telah di sepakati di awal
perjanjian.

Waktu berkembangnya dunia digital mengalami laju
yang sangat cepat termasuk dunia game online, umumnya
gamers bermain game online untuk mendapatkan kesenangan
dan kepuasan batin, serta sebagai hiburan atau hobi untuk
menghilangkan rasa stres setelah seharian beraktifitas tetapi
ada juga tipe gamers yang hanya bermain game untuk mencari
ketenaran agar mendapatkan pengakuan sosial, dari sini
banyaklah timbul para gamers yang memiliki skill dalam
game mencari celah untuk mencari keuntungan dengan
membuka jasa joki ranked salah satunya dalam menaikan
peringkat pada game tersebut.

Islam dijamin kesempurnaannya seperti terdapat dalam
ayat sebagai berikut ini:

o 3o K0 Lz e Ky Ko K0 I8 )
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“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan
telah aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (QS. Al-
Maidah ayat 3).

Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai dasar dan prinsip-
prinsip ajaran Islam yang dibutuhkan oleh seluruh umat telah
tersedia dalam sumbernya yaitu pada Al-Qur’an dan As-
Sunnah. Merupakan Sunnatullah bahwa manusia harus
bermasyarakat, tolong menolong antara satu dengan yang
lainnya.

Dengan demikian, Islam menganggap penting urusan
muamalah. Dengan kata lain, Islam tidak menganggap penting
urusan akhirat saja. Oleh karena itu, Islam menghendaki
kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.’

Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya,
yaitu dengan sewa menyewa (ijarah). ljarah secara lughawi
berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah
ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat
suatu barang atau jasa dalam waku tertentu dengan imbalan
(ujroh), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu
sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak
boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai
guna dari benda tersebut habis.® Dimana rukun dan syaratnya
terdiri dari dua orang yang berakad yang disyariatkan baligh,
objek akad diketahui penjelasan waktu dan penjelasan
manfaat, ijab qobul, dan harga sewa yang telah disepakati.
Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah,
karena itu pembahasannya lebih di titik beratkan kepada
pekerjaan atau buruh, karena pada dasarnya sewa menyewa

" Ahmad Ahzar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata
Islam) (Ul Pers: Yogyakarta, 2000), 11.

8 M Yazid Afandi, Figh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga
Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) 179.



tersebut adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak
yang berakad untuk saling meringankan salah satu pihak atau
saling menguntungkan, serta termasuk bentuk tolong
menolong yang diajarkan agama. Tetapi sewa menyewa
tersebut harus sesuai dengan yang dibolehkan menurut
syara’.9

Berdasarkan uraian diatas kiranya penulis perlu
mengangkat tema untuk dikaji lebih dalam lagi tentang
”Penyelesaian Wanprestasi Dengan Cara Non-Litigasi Dalam
Sewa Menyewa Joki Game PUBG Mobile Perspektif Hukum
Islam (Studi Pada Store @joki_pubgm01)”.

. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian
ini lebih difokuskan pada Penyelesaian Wanprestasi Dengan
Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game PUBG
Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Store
@joki_pubgm01).

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka
perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun
yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dengan cara non-
litigasi dalam sewa menyewa joki game PUBG Mobile?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam sewa

senyewa joki game PUBG Mobile dalam perspektif
Hukum Islam?

® Qomarul Huda, Figh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 85-86.



E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dengan cara
non-litigasi dalam sewa menyewa joki game PUBG
Mobile.

2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam sewa
menyewa joki game PUBG Mobile perspektif Hukum
Islam.

F. Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam menambah
ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan yang
berkaitan dengan sistem transaksi sewa menyewa joki pada
game PUBG Mobile dan rujukan penelitian lebih lanjut
bagi pengembangan ilmu muamalah.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan
pikiran bagi masyarakat muslim khususnya pelaku jasa
joki pada game PUBG Mobile untuk lebih memperhatikan
aturan-aturan bermuamalah dalam Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan
penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu di
antaranya :

Yulika Aditiara® (2022) judul skripsi “Perspektif
Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada Masa Pandemi
Covid-79” Didalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian
lapangan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa terjadinya
wanprestasi tersebut adalah faktor kelalaian, sebab menurut
teori Figh Hambali bahwa jika menjual sesuatu dengan sistem
kredit, harus dilakukan dengan harga yang jelas, waktu yang
jelas dan tidak di tambah harga lagi jika melakukan

0 vulika Aditiara, “Persfektif Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pada
Masa Pandemi Covid-79” (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022).



pembayaran lebih dari waktu yang di tentukan. Maka hal ini
tidak diperbolehkan dengan kesepakatan ummat Islam, karena
itu riba jahiliah dilarang oleh Al-Qur’an. Perbedaannya dalam
penelitian yang dilakukan oleh Yulika Aditiara  vyaitu
membahas mengenai wanprestasi pada pembayaran leasing di
PT. Mandala Finance sedangkan dalam penelitian penulis
membahas wanprestasi pada sewa joki game PUBG Mobile.

Achmad  Fandy™ (2021)  “Wanprestasi  Dan
Penyelesaian Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi
Kasus Di Jogoloyo Demak)” Didalam penelelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana spesifikasi
penelitian pada penelitian ini menggunakan diskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk dari
wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan sewa menyewa
rental mobil di Kota Demak adalah tidak dapat memenuhi
pesanan, terlambat pelunasan, bahkan mobil rental digadaikan
oleh konsumen. Perbedaannya dalam penelitian yang
dilakukan olen Achmad Fandy yaitu membahas wanprestasi
pada sewa-menyewa mobil sedangkan peneliti menjelaskan
mengenai wanprestasi pada sewa joki game PUBG Mobile.

Achmad Nanda Zulfikar*> (2019) judul skripsi
“Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa
Bus Menurut Kuhperdata Dan Komplikasi Hukum Ekonomi
Syariah” Didalam penelelitian ini menggunakan penelitian
empiris atau field research dengan menggunakan pendekatan
yuridis sosiologis Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
penyelesaian wanprestasi sewa menyewa bus di PO Indah
Jaya Bangun berupa keterlambatan dan ketidaksesuaian yaitu
pihak pemilik bus mengacu pada surat perjanjian yang

11 Achmad Fandy, “WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN DALAM
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (Studi Kasus Di Jogoloyo Demak)”
(Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

12 Achmad Nanda Zulfikar, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian
Sewa Menyewa Bus Menurut KUHPerdata Dan Komplikasi Hukum Ekonomi
Syariah” (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2019).
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dimiliki olen PO Indah Jaya Bangun dan ketika bentuk
wanprestasi itu tidak tercantum dalam surat perjanjian tersebut
dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa
dan permintaan ganti rugi dari pihak pemilik yang melakukan
wanprestasi. Bila ditinjau dari KUH Perdata dan komplikasi
Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian wanprestasi ini sesuai
dengan pasal 39 (a) KHES dan pasal 1243 KUH Perdata.
perbedaan terletak pada peneliti yaitu mengenai wanprestasi
pada sewa menyewa bus menurut Kuhperdata dan Komplikasi
Hukum Ekonimi Syariah sedangkan peneliti membahas
wanprestasi pada sewa joki game PUBG Mobile.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk
penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian
yang berlangsung dimasyarakat atau lapangan.
Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung
dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati
fenomena-fenomena yang ada didalam budaya
setempat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif
secara komperatif dengan pendekatan induktif.
Alasannya adalah penelitian yang menggambarkan
peristiwa yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini
akan dijelaskan mengenai sistem sewa menyewa joki
game PUBG Mobile yang berada di Sukarame, Kota
Bandar Lampung.

18 Kris H Timotius, Penghantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Andi,
2007), 13.
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c. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan

wanpresatasi pada sewa joki game PUBG Mobile.
Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1)

2)

Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh
langsung dari subjek penelitian dengan
menggunakan alat pengambilan data langsung
pada subjek sebagai sumber informasi yang
dicari. Adapun data penelitian ini akan diperoleh
dari responden langsung yaitu pemilik store
@joki_pubgmO1.

Data Sekunder

Data sekunder menurut Ronny Hanitijo
Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier'®. Adapun bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
adalah sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer menurut Peter
Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum
yang bersifat otoritatif artinya mempunyai
otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri
atas perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim. Dalam penelitian ini menggunakan
bahan hukum primer yaitu Pasal 1238
KUHPerdata tentang wanprestasi.

¥ Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung:

Alfabeta, 2015), 66-67.
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b) Bahan hukum sekunder yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer,
misalnya hasil penelitian (hukum), hasil
karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan
sebagainya.

¢) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum
yang memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia,
indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar
diperolen informasi yang terbaru dan
berkaitan erat dengan permasalahannya,
maka kepustakaan yang dicari dan dipilih
harus relevan dan mutakhir.*

2. Populasi dan Sampel

a.

Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau
subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya.’® Populasi dalam
penelitian ini adalah seorang penyewa dan penjoki
jasa joki game yaitu berjumlah 10 orang dalam satu
bulan.

Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang
diteliti. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah purposive sampling. Merupakan teknik
penentuan sampel dengan mepertimbangkan tertentu
dan syarat-syarat yang dipilih sesuai dengan kriteria

15 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,

2012), 113-114.

16 Ali Maulidi, Teknik Belajar Statistik 2 (Jakarta: Alim’s Publishing, 2016),

2.
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yang dikaji dalam penelitian ini*’. Oleh karena itu
sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 3 orang
penjoki game dan 3 orang penyewa joki game.
Responden yang akan diwawancarai yaitu hanya
penyewa dan penjoki game, maka penelitian ini
disebut penelitian populasi.

Metode Pengumpulan Data

Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan
sebuah  teknik  pengumpulan  data  yang
mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati
hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,
kegiatan, benda-benda,waktu, peristiwa, tujuan.18

Dalam penelitian ini peneliti mengamati sewa
joki game PUBG Mobile yang berada di Sukarame,
Kota Bandar Lampung.

Wawancara

Metode ini merupakan salah satu teknik untuk
mengumpulkan data dan informasi kepada pihak
sewa dan penyewa dengan melakukan tanya jawab
secara langsung kepada narasumber, yang dalam hal
ini adalah suatu proses interaksi dan komunikasi
agar hasil wawancara sesuai dengan masalah yang
diteliti dan tidak menyimpang dari permasalahan
yang diteliti.

Dokumentasi

materi (bahan) seperti foto yang dapat
digunakan sebagai Dokumentasi disini meliputi
bahan informasi, berasal dari kasus yang merupakan

17 Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2007), 62.
18 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 165.
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sumber praktik dari hasil observasi dan
wawancara.™

4. Metode Pengolahan Data
a. Editing

Yaitu pemeriksaan daftar pertanyaan yang akan
diserahkan kepada pihak sewa dan pihak yang mengalami
wanprestasi.

b. Organizing

Menyusun  dan  mensistematiskan  tentang
penelitian yang diperoleh dalam kerangka uraian yang
telah direncanakan.®® Dalam penelitian ini peneliti
melakukan pengelompokan data praktik maupun konsep
yang diperoleh dari joki yang ada di Sukarame yang
selanjutnya akan dianalisis dan disusun secara sistematis
untuk memudahkan penelitian dalam menganalisis data.

c. Analizing

Yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil
editing dan organizing data yang telah diperoleh dari
sumber-sumber  penelitian, dengan Hukum Islam
sehingga diperoleh kesimpulan.® Dalam penelitian ini
setelah  semua hasil diatas  dikumpulkan dan
dikelompokkan maka langkah selanjutnya yang akan
dianalisis untuk menghasilkan temuan untuk menjadi
rumusan masalah yang ada. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep ijarah.

Y bid., 199.

2 sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2008), 243.

2! Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi
Aksara, 1997), 195.
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5. Metode Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam
penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif,
yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada pada
praktik wanprestasi pada sewa joki game PUBG Mobile di
Sukarame, yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan
menginterpretasikannya. Selanjutnya menganalisis dengan
pola pikir induktif yaitu dari data yang bersifat khusus yaitu
tentang praktik wanprestasi pada sewa joki game PUBG
Mobile kemudian ditarik secara umum menggunakan konsep
ijarah, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai yang ada
dalam Hukum Islam tentang ijarah dengan metode
verifikatif.

Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini
untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas
mengenai pembahasan tentang skripsi ini. Maka pembahasan
ditulis secara sistematis yang terdiri dari lima bab, rinciannya
sebagai berkut:

BAB | berisi tentang pendahuluan berupa gambaran
umum sebuah penelitian yang terdiri dari penegasan judul,
latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan
sistematika penelitian.

BAB Il berisi tentang landasan teori ijarah dalam
hukum Islam, perjanjian dalam hukum positif, wanprestasi
dalam hukum Islam dan hukum positif dan penyelesaian
sengketa dalam hukum Islam dan hukum positif.

BAB Il berisi tentang data yang diperoleh dari hasil
penelitian tentang gambaran umum game PUBG Mobile, dan
sejarah game PUBG Mobile.
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BAB IV berisi tentang hasil penelitian dengan
menggunakan teori-teori  hukum Islam dan bagaimana
penyelesaian wanprestasi dengan cara non-litigasi dalam sewa
menyewa game PUBG Mobile.

BAB V berisi tentang penutup dengan cara rincian
kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dalam
penelitian ini dan saran yang dapat memberikan masukan
yang membangun, kemudian ditutup dengan daftar pustaka
dan lampiran-lampiran lainnya.



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa (ljarah)
1. Pengertian ljarah

Menurut etimologi, ijarah adalah dadiall &
(menjual manfaat)®®>. Al-ljarah berasal dari kata al-ajru
yang arti menurut bahasanya ialah al- iwand yang berarti
dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah. Dalam
arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi
penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan
imbalan dalam jumlah tertentu karena melakukan suatu
aktivitas.?

Sedangkan menurut terminologi, para ulama figh
berbeda-beda mendefinisikan ijarah :

a. Menurut ulama Hanafiyah, sewa menyewa adalah :

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang
diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa
dengan imbalan”.

b. Menurut ulama Malikiyah, sewa menyewa adalah :
QB] sl o uo.a}]\ daza Jeosldd 4l

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang
bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat
dipindahkan”.

¢. Menurut Syaik Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah,
sewa menyewa adalah :

Bos  oom da i)l A LG sanbe teddes wis [elie
9 VP 7L U™ 0 8o Rde 4 p

22 Racmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: pustaka setia, 2001), 121.
2 Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 114.

17
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“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja
untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan
vang diketahui ketika itu”.

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, sewa
menyewa adalah :

A s os NS0~ % o) 0%

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan
syarat-syarat”.
e. Menurut Hashi Ash-Shiddigie, sewa menyewa adalah:

o) 3y 334 ¢ B dads Je Bkl Kegdye M
SICIERC
“Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa

tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, yakni
sama dengan menjual manfaat”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah memberikan
sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk
diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah
disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan
orang yang menerima, dimana orang yang menerima
barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran
atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut
dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.?*

2. Dasar Hukum ljarah
Hampir semua ulama ahli figih sepakat bahwa
ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan tidak
menyepakati, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn

2 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Surabaya:
Gemilang, 2016), 133.
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Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn
Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual-beli
kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada).
Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-
beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak
menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rasyd berpendapat
bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat
dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).”

a. Dasar hukum ijarah dalam Al-qur’an sebagai berikut :

TR rﬁ SENTE

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka
berilah upah mereka” (QS. AI—ThaIaq ayat 6).%

pla e
S O Bl ol gz BI6

SV ol Ess i) s

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya
ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al-
Qashash ayat 26).”

b. Dasar hukum ijarah dari hadits sebagai berikut :
axle '. Oj)) 43)5‘«;,14- \J.éafjw-yjbs«
(# ol oo

% Racmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123.
% Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Depok: Raja Grafindo, 2002), 116 .
# Ibid.
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"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum
keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah)®

Sl oe Bllas og)) 83 Jadbia izl

(32
“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh,

beritahukanlah upahnya” ( HR. Abd Razaq dari
Abu Hurairah)®

. Ijma’

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat
tidak ada seorang ulama pun yang membantah
kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada diantara mereka
yang berbeda pendapat akan tetapi hal itu tidak
ditanggapi.*® Sudah jelas bahwa Allah SWT telah
mensyariatkan ijarah tujuannya untuk kemaslahatan
manusia dan tidak ada larangan untuk melakukan
kegiatan ijarah.

3. Rukun dan Syarat ljarah
a. Rukun ljarah

Kalangan Hanafiah berkesimpulan bahwa rukun
ijarah terdiri dari, ijab dan gabultetapi menurut
Jumhur fugaha adalah ‘agidaini yaitu (muajjir dan
musta jir) dan shighat (ijab dan gabul) kemudian upah
dan manfaat. Adapun Sayyid Sabiq berpendapat
bahwa ijarah menjadi sah dengan ijab dan gabul, lafaz
sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz
ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal
tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad

% Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Surabaya:

Gemilang, 2016), 139 .

%0 Suhendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 117.



21

disyaratkan berkemampuan, vyaitu kedua-duanya
berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika
salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil
yang belum mumayyiz, maka akad tersebut menjadi
tidak sah. Madzhab Imam Syafi’i menambahkan satu
rukun lagi yaitu baligh, menurut mereka akad anak
kecil sekalipun dapat membedakan itu tidak sah. Dari
beberapa pendangan di atas baik dari kalangan Hanafi,
Syafi’i dan pendapat faqih kontemporer yang satu
sama lain saling menyempurnakan, dapat disimpulkan
bahwa rukun ijarah adalah™:

1) Adanya dua pihak yang bertransaksi (Muajir dan
musta’jir)

2) Shighat transaksi ijarah

3) Adanya manfaat dan

4) Adanya Upah.

b. Syarat ljarah

1) Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah,
untuk kedua orang yang berakad menurut ulama
Syafi’iyyah dan Hanabilah, disyaratkan telah
baligh dan berakal. Oleh karena itu bagi orang
yang belum berakal atau tidak berakal, seperti
anak kecil dan orang gila, menyewakan harta
mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut
mereka tidak sah akad ijarahnya. Akan tetapi
ulama Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat
bahwa kedua orang berakad itu tidak harus
mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah
mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah.
Namun menurut mereka apabila anak yang belum

81 Syamsul Hilal, Urgensi ljarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,
Jurnal Asas Vol 5 No. 1 (2013): 4.
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2)

3)

4)

5)

6)

mumayyiz melakukan akad ijarah atas hartanya
maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari
walinya.

Mengetahui manfaat dengan sempurna barang
yang akan diakadkan sehingga mencegah
terjadinya perselisihan. Apabila salah seorang di
antara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka
akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman
Allah :

S Jbdy gw gsg;@g: Y g et
e 2IF e 3

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

dilakukan suka sama suka diantaramu” (QS.An-
Nisa ayat 29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa hal yang
terpenting dalam muamalah itu adalah keridaan
kedua belah pihak dalam berakad.

Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi
(akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut
kriteria, realita dan syara’. Apabila manfaat yang
akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka
akadnya tidak sah.

Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan
yang diharamkan.

Obyek ijarah bisa diserahkan dan dapat
dipergunkan secara langsung dan tidak cacat.

Obyek yang disewakan adalah bukan sesuatu
kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa
seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk
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penyewa atau menyewa orang yang belum haji
menggantikan haji penyewa.

7) Objek yang disewakan adalah bukan sesuatu
kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa
seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk
penyewa atau menyewa orang yang belum haji
menggantikan haji penyewa.

8) Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk
harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik
dengan menyaksikan atau dengan
menginformasikan ciri-cirinya.

9) Fugaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah
sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.
Sebagai contoh: Fulan menyewakan rumah
kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah
kepada Fulan sebagai bayaran atau upahnya
dengan tipe dan fasilitas rumah yang secara garis
besar adalah sama.*

4. Jenis-jenis ljarah
Akad ijarah digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu:®

a. A’'mal atau asykhas : konsep sewa atas jasa atau
pekerjaan seseorang. ljarah yang digunakan untuk
memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar
upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut
mustajir dan pekerja disebut ajir dan upah yang
diberikan disebut ujrah (fee).

b. ‘Ayn (muthlagah) atau ‘ala al-a’yan : akad sewa atas
manfaat barang. ljarah yang digunakan untuk
penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil

32 hi
Ibid., 4-5.
3 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Figh Muamalah (Jakarta:
Kencana, 2021), 117.
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manfaat dari asset. Objek sewa pada ijarah ini adalah
barang dan tidak ada klausul yang memberikan
pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama
masa sewa atau pada akhir masa sewa.

Muntahiya bittamlik : yaitu transaksi sewa menyewa
antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk
mendapatkan imbalan atas objek sewa yang
disewakan dengan opsi perpindahan hal milik objek
sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah)
pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad
ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji
pemindahan hak milik atas barang sewa kepada
penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.

ljarah maushufah fi al-dzimmah : akad ijarah atas
manfaat suatu barang (manfaat ‘ayn) atau jasa (‘amal)
yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan
spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

ljarah tasyghiliyyah : akad ijarah atas manfaat barang
yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik
atas barang sewa kepada penyewa.

5. Berakhirnya ljarah

ljarah  menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai

ber
a.

ikut:>*

Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi
pada tangan penyewa.

. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah

menjadi runtuh dan sebagainya.

Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih),
seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

% Hilal, «

Urgensi [jarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” 7.
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d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya
masa yang telah ditentukan dan diselesaikan
pekerjaan.

e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah
satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang,
kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia
dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

B. Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian atau kontrak berasal dari bahasa
Inggris yaitu contracs, sedangkan dalam bahasa Belanda
disebut dengan overeenkomst (perjanjian). Secara
etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan.
Sedangkan menurut terminologi perjanjian adalah dimana
seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.*®

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan
peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan
diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya
telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313
KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena
terdapat beberapa kelemahan yang perlu di koreksi.
Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :*

% | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
42.

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2000), 224.
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Hanya menyangkut sepihak saja.
Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus.
Pengertian Perjanjian terlalu luas.

o o T p

. Tanpa menyebut tujuan.

2. Syarat Sah Perjanjian
Dalam pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya
4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :*’
a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan
dirinya.
b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab (causa) yang halal.

C. Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi Dalam Hukum Positif

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda
yang berarti “prestasi buruk”, selain itu wanprestasi
sering juga disebut dengan lalai atau alpa, ingkar janji
atau melanggar perjanjian. Wanprestasi artinya tidak
memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah
disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban
oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu :

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan
maupun kelalaian.

b. Karena keadaan memaksa (force majeure) di luar
kemampuan debitur jadi debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitor
bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam

3" R. Subekti dan R. Tjitrosubio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 339.
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keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai
tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan,
yaitu :*

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau
keliru.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat
waktunya atau terlambat.

Menurut ketentuan pasal 1238 KUHPdt debitur
dianggap lalai dengan tenggangnya waktu yang telah
ditetapkan dalam perikatan. Suatu somasi harus diajukan
secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas
dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan
prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin
menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan
inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-
betul telah melakukan wanprestasi.*®

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan
wanprestasi adalah hukuman atau sanski hukuman
sebagai berikut :*

a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang
diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPdt).

b) Apabila perikatan itu timbal bali, kreditur dapat
menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan
melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPdt).

¢) Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih
kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237
ayat (2) KUHPdt).

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2014), 241.

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2000), 204.

“0 1bid., 204-205.



d) Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih
dapat  dilakukan atau pembatalan  disertai
pembayaran ganti kerugan (Pasal 1267 KUHPdt).

e) Debitur wajib membayar biaya perkara jika
diperkarakan di muka pengadilan negeri dan dibitur
dinyatakan bersalah.

2. Ganti Kerugian

Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt, ganti
kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, yang
dimaksud “kerugian” pada pasal diatas adalah kerugian
yang timbul karena melakukan wanprestasi. Kerugian
tersebut wajib diganti oleh debitor terhitung sejak dia
menyatakan lala. Ganti kerugian terdiri atas tiga unsur,
yaitu:*

a. Ongkos atau biaya yang dikeluarkan.

b. Kehilangan  sesungguhnya  karena  kerusakan,
kehilangan benda milik krediur akibat kelalaian
debitur.

c. Keuntungan  yang tidak  diperoleh  karena
keterlambatan penyerahan benda.

3. Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Hukum Islam sangat memperhatikan agar
penyelengaraan akad diantara manusia itu merupakan
hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari
kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang
mengadakan akad perjanjian. Jika seorang melakukan
pelanggaran perjanjian, bisa dikatakan telah melakukan
wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang
seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam

1 Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 2014, 247.
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prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian. Islam
melarang kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk
memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang
dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu
perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka
yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena
tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi
kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak
kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya
sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan
istilah daman. Untuk menetapkan ganti rugi unsur-unsur
yang paling penting adalah daman atau kerugian pada
subyeknya. Daman dapat terjadi pada fisik, harta atau
barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan
perasaan atau disebut dengan daman adabi termasuk
didalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi
baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan daman
yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus
tertentu dalam ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan
kondisi pelaku.*

Dalam konteks tanggung jawab berkaitan dengan
ganti rugi, terdapat dua konsep yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:*

a. Daman Al-‘4qd, yaitu tanggung jawab perdata dalam
bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab
adanya ingkar akad. Ganti rugi ini didasarkan pada
peristiwa akad yang dilakukan oleh dua pihak.

b. Daman Al-‘Udwan, yaitu tanggung jawab perdata
dalam bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas

2 Asmuni A. Rahmad, llmu Figh 3 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan
Wakaf, 2007), 120.

# Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Edisi | (Jakarta: Raja
Grafindo, 2010), 330.
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sebab perbuatan yang merugikan (al-fi / al-darr) atau
dalam istilah hukum perdata disebut perbuatan
melawan hukum. Ganti rugi ini didasarkan pada
undang-undang karena ada perbuatan melawan
hukum.

Berdasarkan hal ini, terdapat penjelasan lain bahwa
ada dua sebab terjadinya ganti rugi, yaitu:**

1) Tidak melaksanakan akad.
2) Alpa dalam melaksanakannya.

4. Kerugian (adh-Dharar)

Dasar dari adanya daman yang terujud ganti rugi
adalah kaidah hukum Islam, “kerugian dihilangkan”,
artinya kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui
pemberian ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian
(adh-dharar) adalah segala gangguan yang menimpa
seseorang Yyang teruujud dalam bentuk terjadinya
pengurangan kualitas ataupun manfaat. Adapun menurut
mazhab Hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan
pikiran ganti rugi terbatas, dalam mazhab ini yang dapat
menjadi objek ganti rugi adalah benda bernilai pada
dirinya sendiri.*®

D. Penyelesaian Sengketa

1.

Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam

Dalam Islam ketika terjadi sengketa dalam bidang
bisnis (muamalah), maka lembaga yang dapat
menyelesaikan  sengketa tersebut adalah  melalui
mekanisme perdamaian (al-shulh), arbitrase (al-tahkim),

* Ipid., 331.
* bid.
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dan pengadilan (al-qadha). Berikut adalah penjelasan dari
masing-masing bentuk penyelesaian tersebut® :

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan
al-shulh, secara harfiah mengandung pengertian memutus
pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syari’at
dirumuskan sebagai suatu jenis akad (perjanjian) untuk
mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang
yang berlawanan. Masing-masing pihak mengadakan
perdamaian dalam syari’at islam diistilahkan dengan
mushalih, sedangkan persoalan yang diperselisihkan oleh
para pihak atau obyek perselisihan disebut dengan
mushalih ‘anhu, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah
satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri
pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan mushalih
‘alaihi atau disebut juga badalush shulh.*’

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan,
sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran
silaturahmi sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak
yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar
hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat
dalam ketentuan Al-Qur’an, Sunnah Rasul.

Jab i 1B s 153,06 5lel il o i TD g
ﬁ\fﬁéﬁ;@j&@é\@@d}ﬁs}@
LA Gl YAl G s OB o
“Dan apabila ada dua golongan dari orang mukmin
berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika

% Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank
Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 106.

#T Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam
Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 26.
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salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap
(golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang
berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada
perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada
perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya
dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah
mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-
Hujurat ayat 9).

Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Umar yang
jadi anak laki-laki Auf dari bangsa Muzani ra.
Sesungguhnya Rasullulah SAW bersabda :

;‘L“Ju“‘”g}”‘“ Jsi5 &1 Jl‘ fujf‘u‘

a

ot 5198 555 e Bl slall g sl AN :

s
“Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh,
kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau

mengharamkan yang halal”.*®

Adapun yang menjadi rukun dari perjanjian
perdamaian ini adalah:

a. Adanya ijab.
b. Adanya gabul.
C. Adanya lafaz.

Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam
suatu perjanjian perdamaian, sebab dan tanpa ada ijab,
gabul, dan lafaz secara formal tidak diketahui adanya
perdamaian diantara mereka. Apabila rukun ini telah
terpenuhi maka perjanjian perdamaian di antara para
pihak yang bersengketa telah berlangsung, dan dengan
sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu

“ Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, Arbitrase Syariah

(Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), 15.
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ikatan hukum, di mana masing-masing pihak
berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa
yang menjadi isi perjanjian perdamaian, dan seandainya
salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain
dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan (dapat
dipaksakan pelaksanaanya).

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu
perjanjian perdamaian sebagai berikut :
1) Menyangkut  Subyek (Pihak-pihak  vyang
mengadakan perjanjian perdamaian).

Tentang subyek atau orang yang melakukan
perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak
menurut hukum, adapun orang yang cakap
menurut hukum tersebut adalah orang yang telah
dewasa menurut hukum.

2) Menyangkut Obek Perdamaian.

Tentang  objek  perdamaian  haruslah
memenuhi ketentuan berbentuk harga dapat berupa
benda berujud seperti tanah dan dapat juga berupa
benda tidak berwujud seperti hak milik intelektual
(yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserah
terimakan dan bermanfaat), dapat diketahui secara
jelas, sehingga tidak melahirkan kesamaran dan
ketidakjelasan yang pada akhirnya menimbulkan
pertikaian baru terhadap objek yang sama.

3) Persoalan yang boleh didamaikan.

Adapun persoalan yang boleh didamaikan
hanyalah sebatas menyangkut hal-hal pertikaian
tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai dan
pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh
diganti, dengan perkataan lain  perjanjian
perdamaian hanya sebatas persoalan muamalah
saja.
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4) Pelaksanaan perdamaian.

Pelaksanaan perjanjian perdamaian bisa
dilaksanakan dengan dua cara, yaitu di luar sidang
pengadilan dan melalui sidang pengadilan. Di luar
sidang pengadilan, penyelesaian persengketaan
dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri
(kedua belah pihak yang bertikai) tanpa melibatkan
orang lain (shulh), atau meminta bantuan orang
lain untuk menjadi penengah. Melalui sidang
Pengadilan perdamaian dilangsungkan pada saat
perkara diproses di depan sidang pengadilan.
Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-
pihak yang bersengketa, maka dibuatkanlah akta
perdamaian. Kedua belah pihak yang bersengketa
dihukum untuk mentaati isi dari akta perjanjian
perdamaian tersebut.*

Dalam prespektif Islam selain penyelesaian
sengketa melalui perdamaian (al-shulh) ada juga yang
melalui arbitrase (tahkim). Arbitrase dapat dipadankan
dengan istilah tahkim yang berarti “menjadikan
seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Dalam
istilah  figh, pengertian tahkim seperti yang
didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah
Muhammad, tahkim diartikan sebagai bersandarnya
dua orang yang bertikai kepada seseorang yang
mereka ridhai atau sepakati keputusannya untuk
menyelesaikan pertikaian para pihak.”

Dasar Hukum Arbitrase (Tahkim) adalah :

* Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group,

2012), 429.

% Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 111-112.
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“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha teliti” (QS. An-Nisa ayat 35).”*

Sedangkan dalam hadits riwayat dari lbnu
Mas’ud ra, menyatakan Ibnu Mas’ud mendengar dari
Rasullulah saw bersabda:

uc‘w&agm) M:Jbbwufﬁ
& g Al ol el e 52 O s
w;\ d35) of s 5l aladl &y Jﬁ"‘?u s

(S&J\ W52
“Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan
pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara keduanya,
maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan
oleh pemilik barang atau saling mengembalikan
(sumpah) .

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman
sebelum Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat
sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada
persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-
hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai

® Rusli, Arbitrase Syariah, 25.
52 Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), 265.



yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga
perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai
alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi
yang pernah berlaku pada masa sebelum Islam.

Nabi Muhammad SAW sering menjadi mediator
dalam berbagai sengketa yang terjadi di Mekah maupun
Madinah. Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan
persoalan yang menyangkut haququl ibad yaitu hak-hak
perorangan secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum
yang menyangkut hak-hak perorangan yang berkaitan
dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban
mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak
harta orang lain, hak seseorang pemegang gadai dalam
pemeliharaanya, hak-hak yang menyangkut jual beli,
sewa menyewa, dan utang piutang.”

Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam yang
terakhir adalah al-gadha. Secara etimologi al-qadha
bermakna memutuskan dan menetapkan. Kewenangan
yang dimiliki oleh lembaga al-qadha ini adalah
menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang
berhubungan dengan masalah al-ahwal asy-syakhsiyah
(masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum
keluarga) dan masalah jinayat (hal-hal yang menyangkut
pidana). Disamping menyelesaiakan perkara yang
menjadi  kewenangannya, pada masa pemerintahan
dinasti Bani Umayyah, hakim-hakim di pengadilan (al-
gadha) juga pernah diberi tugas tambahan yang bukan
berupa penyelesaian perkara. Misalnya menikahkan
wanita yang tidak mempunyai wali, pengawasan
baitulmal, dan mengangkat pengawas anak yatim.>*

Tugas peradilan selain diberikan kewenangan
absolute untuk memeriksa, memutus dan menghukum

53 Manan, Hukum Ekonomi Syariah, 429-431.
% |bid., 436-437.
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dalam masalah perdata dan pidana, juga terdapat
kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan. Fikih
islam sejak dulu telah mengenal ide pengangkatan hakim
untuk memutus perkara pada suatu tempat, suatu negeri,
atau suatu daerah saja. Dalam hal ini diserahkan pada
pemerintah setempat  yang memberi batas
kewilayahannya, bahkan Islam membenarkan
mengangkat hakim hanya untuk perkara tertentu saja.>

Dalil-dalil tentang gadha’ cukup banyak dalam Al-
Qur’an maupun hadis Rasulallah saw, di antaranya
sebagai berikut :

A 83 J e e A O3l L Jag) 6 S

52 \}mﬂpﬁ
“Dan hendaklah pengikut injil memutuskan perkara
menurut apa yang dtiurunkan Allah di dalamnya. Barang
siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang
fasik”. (QS. Al-Maidah ayat 47).%°
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“Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan
dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang
mendakwakan darah orang dan hartanya. Akan tetapi

orang yang didakwa itu harus bersumpah” (H.R Ahmad
dan Muslim).*’

% Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, 130-131.
% Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, 269.
>’ bid., 271.
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2. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif

Secara garis besar dikenal dua kelompok
penyelesaian sengketa, yaitu melalui persidangan (litigasi)
di dalam pengadilan dan di luar pengadilan (non litigasi).
Proses penyelesaian sengketa litigasi di dalam pengadilan
menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang
belum mampu merangkul kepentingan bersama,
cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam
penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak
responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak
yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar
pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-
win solution”, dijamin kerahasiaan sengekta para pihak,
hindari kelambatan yang diakibatkan karena bersifat
prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah
secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap
menjaga hubungan baik.

Penyelesaian sengeketa secara litigasi atau di muka
pengadilan semata-mata dilakukan sebagai jalan terakhir
(ultimatum remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak
membuahkan hasil.”® Dapat disimpulkan tidaklah mudah
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (litigasi) dari
segi waktu cukup lama dan dari segi biaya cukup mahal.
Oleh karena itu pencegahan sengketa selalu saja lebih
baik dari pada menyelesaikan sengketa. Selain
penyelesaian sengketa di dalam pengadilan (litigasi).
Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di luar
pengadilan (non litigasi) terutama sengketa bisnis
membutuhkan penyelesaian sengketa yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu penyelesaian
sengketa melalui proses peradilan yang berbelit-belit,
biaya mahal dan waktu yang lama, kurang cocok untuk

% Suyud Margono, ADR Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase.

Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 12.
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penyelesaian sengketa bisnis. Oleh karena itu para sarjana
Amerika berusaha mencari alternatif selain dari
pengadilan. Alternatif lain selain dari proses pengadilan
inilah yang dikenal dengan ADR (Alternative Dispute
Resolution)*. Di Indonesia ADR mempunyai daya tarik
khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya
tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Selanjutnya
mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
berbunyi :

“Alternatif adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Adapun Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut
Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
berbunyi :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.*°

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non
litigasi) yang pertama konsultasi. Tidak ada suatu
rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pasar
Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi.
Namun apabila melihat dalam Black’s Law Dictionary

% Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata
Di Pengadilan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13-14.

8 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta:
Sinar Grafika, 2008).
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dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan
konsultasi adalah :

“act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor,
client with lawyer. Deliberation of persons on some
subject”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada
prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang
bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut
dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan
pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada
klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan
kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat
yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak
menggunakan dalah bebas, karena tidak terdapat rumusan
yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban”
dalam melakukan konsultasi.”*

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata
APS, peran dari konsultasn dakam menyelesaikan
sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan
pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan Klien.
Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa
akan diambil sendiri oleh para ihak yang bersengketa,
meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan
kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk
penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak
yang bersengketa tersebut.

Yang kedua adalah negosiasi. Istilah negosiasi
tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai
salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara
eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat
dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

81 Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan

(Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 492.
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1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak
dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa
yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil
kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis
yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut
tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai
salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para
pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh
Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi
dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan
pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai
kepentingan yang sama maupun yang berbeda.®? Hal ini
selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi
Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar
untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui
proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan
untuk mendapatkan penyelesian atau jalan keluar dari
permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah
pihak.®

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non
litigasi) yang ketiga adalah mediasi. Menurut Pasal 1
angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya
disebut PERMA No 1 Tahun 2016) bahwa mediasi
merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak
dengan dibantu oleh Mediator.®

62 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perdata Di Pengadilan (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 21.

8 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
(Jakarta: Telaga llmu Indonesia, 2009), 21.

% pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
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Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam
ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap
sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi,
maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan
seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang
mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang
melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai
prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu
dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas
mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar
menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya
penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan
bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak
membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak
tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya
dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran
dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non
litigasi) yang keempat adalah konsiliasi. Pengertian
konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Namun
penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga
alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam
ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan)
dalam penjelasan umum.

Black’s  Law  Dictionary ~ memberikan
pengertian konsiliasi yaitu:®

“Conciliation is the adjustment and settlement of a
dispute in a friendly, unantagonistic manner used in
courts before trial with a view towards avoiding trial and
in a labor disputes before arbitration”.

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., Hukum Arbitrase (Jakarta: Raja

Grafindo, 2000), 36.
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“Court of Conciliation is a court which proposes
terms of adjustment, so as to avoid litigation”.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari  mediasi.
Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal
ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam
mencari  bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan
menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak
dapat menyetujui, solusi yang dibuat Kkonsiliator akan
menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat
final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang
bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan
dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari
sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi,
kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk
menyelesaikan sengketa secara damai.®®

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non
litigasi) yang terakhir adalah arbitrase. Landasan hukum
mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam
Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara
penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase
adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar
pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi
perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang

% |hid., 434.
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mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan
secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak
ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa
melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan
memerlukan waktu yang lama.®’

87 Sudargo Gautama, Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia :
Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR) (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2001), 122.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A&m Gymnastiyo Nugroho

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa dan Joki game
Menerangkan bahwa

Nama : Salsabila Firdausi

NPM : 1821030268

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah melakukan wawancara dengan pihak joki game pada store @joki_pubgm01
terkait Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “Penyelesaian Wanprestasi
Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game PUBG Mobile
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Store @joki_pubgm01)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benamya agar digunakan

sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 20 September 2022
Responden,

Adam Gymnastiyo Nugroho
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Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah melakukan wawancara dengan pihak penyewa game pada store
@joki_pubgmO]1 terkait Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “Penyelesaian
Wanprestasi Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game
PUBG Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Stere @joki_pubgm01)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan

sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 September 2021

Responden,

Muhammad Reja



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reyhan Saputra
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Menerangkan bahwa
Nama : Salsabila Firdausi
NPM : 1821030268
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah melakukan wawancara dengan pihak penyewa game pada store
@joki_pubgmO1 terkait Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “Penyelesaian
Wanprestasi Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game
PUBG Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Store @joki_pubgm01)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan

sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 September 2021
Responden,

Reyhan Saputra
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Nama : Rizki Ramadhan
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Nama : Salsabila Firdausi

NPM : 1821030268

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah melakukan wawancara dengan pihak penjoki game pada store
@joki_pubgmO1 terkait Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “Penyelesaian
Wanprestasi Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game

PUBG Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Stere @joki_pubgm01)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan

sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 September 2022

Responden,

Rizki Ramadha)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ramadhan

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa dan Joki game
Menerangkan bahwa

Nama : Salsabila Firdausi

NPM : 1821030268

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah melakukan wawancara dengan pihak penjoki game pada store
@joki_pubgmO1 terkait Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “Penyelesaian
Wanprestasi Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game

PUBG Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Stere @joki_pubgm01)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan

sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 September 2022

Responden,

Rizki Ramadha)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robi Kurniawan
Umur : 19 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Menerangkan bahwa
Nama : Salsabila Firdausi
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Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
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Telah melakukan wawancara dengan pihak penyewa game pada store

@joki_pubgm01 terkait Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “Penyel
Wanprestasi Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game
PUBG Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Store @joki_pubgm01)”
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sebagaimana mestinya.
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i

Robi Kurniawan
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Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa dan Joki Game
Menerangkan bahwa

Nama : Salsabila Firdausi

NPM : 1821030268

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah melakukan wawancara dengan pihak joki game pada store @joki_pubgmO1
terkait Skripsi yang bersangkutan dengan Judul “Penyelesaian Wanprestasi
Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game PUBG Mobile
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Store @joki_pubgm01)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar digunakan

sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 21 September 2022
Respopden,

i

Tatus Aditya Laksana
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